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A. Das
1.

ar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;, dan telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa “Panwas Kabupaten/Kota”;
Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan
Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease2019 (Covid-19);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kotan dan Wakil Wali Kota:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota; .
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor No. 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 'Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,



Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 13 huruf f Undang-undang Norﬁor 1 Tahun 2015 yang berbunyi Tugas dan
wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:
“f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan Pemi]ihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU
dan/atau KPU Provinsi”;

2. Pasal 14 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi KPU
Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota wajib: “a melaksanakan semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota dengan tepat waktu;

3. Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi
“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a.mengawasi tahapan
penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 7. pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan”;

4. Pasal 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi Pemungutan dan
Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: “a. langsung; b. umum; c.
bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. efektif; h. efisien; i. mandiri; j. kepastian hukum;
k. tertib; 1 kepentingan umum; m. keterbukaan, n. proporsionalitas; o.
profesionalitas; p. akuntabilitas; dan q. aksesibilitas”:

5. Pasal 21 PKPU nomor 19 Tahun 2020 berbunyi : “(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota
melaksanakan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah
menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat(4); (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi
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ayat (2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat
dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.”

6. Pasal 22 PKPU nomor 19 tahun 2020 berbunyi : “(1) Ketua KPU/KIP
Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara.; (2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadin oleh: a) Saksi, b) Bawaslu
Kabupaten/Kota; dan c¢) PPK; (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai: a) hari, tanggal, dan waktu rapat
Rekapitulasi ‘Hasil Penghitungan Suara; b) tempat rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara; c) Jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di KPU/KIP Kabupaten/Kota; d) 'masing-masing Pasangan Calon dapat
mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling
banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara; e) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang
ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat
kabupaten/kota;, dan g) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat; (4) Rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan
Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait; (5)
Dalam hal Saksi dan/atau B_awaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.”

7. Pasal 24 PKPU nomor 19 tahun 2020 berbunyi : (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.; (2)
Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) ruang rapat; b) Sirekap sebagai alat bantu
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir
Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; c) formulir yang digunakan dalam rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota, selain formulir
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, d) kotak suara tersegel yang berisi
dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK: e) 1 (satu) kotak
suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil
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Wakil Gubernur; f) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan g)

perlengkapan lainnya.”

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, terkait dengan Pemungutan dan
Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul, maka
Bawaslu Kabupaten Bantul, menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantul untuk :

1. Melaksanakan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dengan
mematuhi dan mentaati protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19;

2. Memastikan proses rekapitulasi perolehan suara harus memperhatikan integritas
proses dan hasil, tidak hanya mengacu kepada target waktu;

3. Memastikan faktor kesehatan serta keselamatan bagi Penyelenggara Pemilu dan
pihak-pihak yang terlibat dalam rekapitulasi perolehan suara;

4. Melaksanakan tugas kewenangan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara
ditingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Memastikan Penyelenggara Pemilu mematuhi dan mentaati asas Penyelenggara
Pemilihan pada saat pelaksanaan rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah sebagai upaya pencegahan pelanggaran
pemilihan dan sengketa proses pemilihan serta menegakkan integritas proses
penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten BantuAI Tahun 2020.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami

ucapkan terima kasih.

Tembusan surat disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu D.l. Yogyakarta
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id , Bawaslu Kab. Bantul



